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ABSTRAK

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan
hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagaimana diatur dalam
Pasal 4, salah satunya yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain membuat peraturan perundang-
undangan tentang perlindungan konsumen, pemerintah Indonesia membentuk
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM, Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan (Balai Besar POM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai
tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan.
Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.
Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya
oleh Balai Besar POM DIY, serta 2. Apakah pelaksanaan perlindungan konsumen
terhadap kosmetik berbahaya oleh Balai Besar POM DIY sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka
(library research). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Penelitian ini menggunakan tiga macam bahan pustaka, yaitu: bahan
hukum primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, dan Peraturan lain yang terkait, Bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan hukum
dan perlindungan konsumen.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Balai Besar
POM DIY mempunyai kewenangan pengawasan di bidang obat dan makanan.
Perlindungan yang diberikan oleh Balai Besar POM DIY adalah dengan
melakukan pembinaan, pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk
kosmetik yang telah beredar di pasaran. Balai Besar POM DIY secara rutin
melakukan pengawasan atas peredaran kosmetik di pasaran dengan berkoordinasi
bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lintas sektor lainnya.
Pelaksanaan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Balai Besar
POM DIY, telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik berbahaya
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era perdagangan bebas saat ini, konsumen dihadapkan dengan
berbagai pilihan jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran
sebagai akibat pesatnya perkembangan perekonomian. Kondisi seperti ini, pada
satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang
dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun
pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen berada
pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk
meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui Kiat promosi dan cara penjualan
yang merugikan konsumen.*

Di Amerika Serikat, Food and Drug Administration (FDA), badan yang
mengatur industri kosmetik, mendefinisikan kosmetik sebagai “produk yang
dimaksudkan untuk digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan,
mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa
memepengaruhi struktur atau fungsi tubuh”. Definisi ini juga mencakup bahan
apapun yang digunakan sebagai komponen produk kosmetik. FDA secara

khusus mengecualikan sabun dari kategori ini, meskipun secara luas sabun juga

! Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
Gramedia, 2003), him. 12.



tergolong kosmetik.? Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1176/MenKes/PER/VI11/2010 tentang  Notifikasi ~ Kosmetika,
menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu: Kosmetik adalah bahan
atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh
manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau
gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan,
mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau
memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat
untuk meningkatkan penampilan seseorang. Bahkan pada zaman saat ini
banyak masyarakat yang menganggap bahwa kosmetik tidak hanya menjadi
kebutuhan sekunder saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer.® Seiring
dengan perkembangan zaman, sebuah penampilan yang cantik, mempesona
dan menarik merupakan sebuah idaman tiap individu yang tidak terbatas pada
kaum wanita saja, tetapi juga bagi kaum pria. Hal tersebut merupakan sesuatu
yang wajar, sehingga tidak diherankan lagi apabila banyak dari kaum wanita
dan pria rela untuk menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk
kosmetik untuk memperoleh penampilan yang diidamkan.

Keinginan-keinginan tersebut sering dimanfaatkan oleh oknum pelaku
usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan/atau

mengedarkan produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan (izin edar)

2 https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik, diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul
23.01 WIB.

® Jayanti Fitri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik
llegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
Tesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2017), him. 1.



https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik

kepada masyarakat. Banyak produk kosmetik yang beredar ilegal dan tidak
terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) sehingga produk
kosmetik tersebut tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu,
gencarnya penawaran produk kosmetik melalui iklan di media cetak dan
elektronik yang seolah-olah produk kosmetik tersebut teruji dan aman
digunakan, dilakukan oleh pelaku usaha semata-mata agar konsumen tertarik
membelinya.”

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait produk kosmetik
berbahaya yang beredar di pasaran dan sangat beresiko mengancam keamanan
dan keselamatan konsumen apabila dikonsumsi. Pelanggaran-pelanggaran
tersebut antara lain:

Pertama, dalam kasus disitanya ribuan kosmetik ilegal dan berbahaya
dari 48 toko di Yogyakarta sebagai kegiatan rutin Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan (BBPOM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kegiatan
tersebut, ditemukan beberapa jenis produk kosmetik yang mengandung zat-zat
berbahaya. Menurut Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah
Istimewa Yogyakarta, Sandra MP mengatakan, pihaknya menyita 403 item
atau 2.907 kemasan produk kosmetik tanpa izin edar. Selain itu ditemukan pula
ada 29 kemasan terdiri dari 13 item produk kosmetik yang mengandung bahan
berbahaya, Kandungan zat bahaya di dalam produk kosmetik itu ada tiga yaitu

hidrokinon, asam retinoat dan merkuri. Tiga zat tersebut tidak boleh

* Ibid., him. 3.



ditambahkan ke dalam produk kosmetik karena membahayakan kesehatan dan
bisa memicu kanker.”

Kedua, dalam laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang
menemukan lebih dari 100 kosmetik ilegal dari berbagai merk selama tahun
2018. Menurut Kepala BPOM RI, Penny K Lukito menyampaikan bahwa
setelah dilakukan uji laboratorium, sebanyak 100 merk kosmetik dinyatakan
mengandung zat berbahaya yang didominasi oleh merkuri, hidrokinon, dan
asam retinoat. BPOM RI juga menemukan enam jenis kosmetik yang sudah
ternotifikasi mengandung bahan dilarang dan berbahaya, yaitu pewarna
dilarang (merah K3) dan logam berat (timbal). Secara umum bahan tersebut
dapat menyebabkan kanker (karsinogenik), kelainan pada janin (teratogenik),
dan iritasi kulit. °

Dari contoh kasus tersebut dapat diketahui bagaimana pentingnya upaya
perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam hal ini terkait dengan produk
kosmetik yang beredar di pasaran dan sering dikonsumsi oleh konsumen,
diakibatkan karena semakin ketatnya persaingan usaha. Tidak menutup
kemungkinan bagi oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk
melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan. Keinginan untuk
memperoleh keuntungan dari pihak pelaku usaha terkadang membawa dampak
negative bagi keamanan dan keselamatan konsumen. Dampak negative tersebut

sering terjadi dikarenakan pelaku usaha kurang memperhatikan serta menjaga

®  https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-disita-dari-
48-toko-di-yogya.html, diakses tanggal 13 November 2018 pukul 10.57 WIB.

® https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/14/204000426/bpom--lebih-dari-100-merek-
kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya, diakses tanggal 16 November 2018 pukul 21.33 WIB.
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mutu dan kualitas produk yang di produksi karena hanya demi mengejar target
keuntungan produksi, sehingga dampak yang diakibatkan dari hal tersebut
merugikan konsumen dan bahkan mengancam keamanan dan keselamatan
kosumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan
hukum di Indonesia. Hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena
saat ini banyak sekali dijumpai berbagai jenis pelanggaran terhadap hak-hak
konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal tersebut tidak saja merugikan
keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial.’
Guna meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan
kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi dirinya, maka pemerintah mengundangkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah
diatur dalam Pasal 4 salah satunya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, pelaku
usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan cara penggunaan dan

pemeliharaan.®

" Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan
Perkembangan pemikiran, (Bandung: Nusamedia, 2008), him. 57.

® Ayu Eza Tiara, Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream
Syabhrini, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), him. 3-4.



Selain membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan
konsumen, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan
sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung
jawab kepada presiden, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di
bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk
terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik,
suplemen kesehatan serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan
berbahaya.’

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan
menganalisis suatu permasalahan dalam bentuk SKRIPSI dengan judul
“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KOSMETIK BERBAHAYA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

° Tupoksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan
diatas,maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik
berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa
Yogyakarta?

2. Apakah pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya
oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dan
kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan

a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap
kosmetik berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Mengetahui apakah pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap
kosmetik berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:



a. Memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan sumbangan
pemikiran mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik
berbahaya yang beredar di pasaran.

b. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai Unit
Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) di Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian dan sebagai bahan pertimbangan
yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini terhadap penelitian
yang telah ada. Terdapat beberapa karya-karya ilmiah yang mempunyai
relevansi dengan penelitian mengenai perlindungan konsumen atas jaminan
keamanan dan keselamatan terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan
berbahaya. Adapun karya-karya ilmiah yang dijadikan sebagai sumber rujukan
adalah berikut ini.

Skripsi yang ditulis oleh Darmawan Febri Padmono, mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi IImu
Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, dengan judul “Perlindungan Hukum
terhadap Konsumen atas Penjaminan Mutu Makanan yang Beredar di Pasaran
oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

s> 10

Konsumen”. Penelitian tersebut menganalisis permasalahan tentang

0 Darmawan Febri Padmono, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas
Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar Di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan
Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999



bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
obyek penelitian terhadap kualitas dan mutu makanan yang beredar di pasaran
provinsi Yogyakarta.

Skripsi yang ditulis oleh Dian Uly Meinar, mahasiswa Program Studi
Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera
Utara yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran
Produk Kosmetika yang Tidak Memenuhi Standar Mutu menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan:
No.2380 K/Pid.Sus/2011)”.** Skripsi ini menjelaskan mengenai praktek bisnis
kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu di kota Medan, serta bagaimana
perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen terhadap peredaran kosmetika
yang tidak memenuhi standar mutu. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian
yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan
cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.*?

Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2014).

1 Dian Uly Meinar, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk
kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan: No0.2380 K/Pid.Sus/2011), Skripsi, (Medan:
Universitas Sumatera Utara, 2018).

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 13-14.
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Skripsi Sekar Ayu Amiluhur Priaji dengan judul “Perlindungan Hukum
terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen”.™ Penelitian ini
memberikan analisis pembahasan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi
konsumen serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan dan
pemasaran produk kosmetik yang merugikan konsumen. Hasil dari penelitian
ini adalah peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sudah
cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Akan tetapi pada
pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukannya produk-
produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan beredar di pasaran. Selain
itu, pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertaggungjawab atas produk
kosmetik yang diproduksi dan dijual, serta melepas tanggung jawabnya dengan
dalih kesalahan berada di tangan konsumen.

Skripsi Ayu Eza Tiara dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam
Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini”.** Penelitian ini memberikan
gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konsumen membeli
produk kosmetik berbahaya khususnya cream Syahrini, selain itu penulis
meninjau bagaimana efektifitas undang-undang perlindungan konsumen dalam
melakukan perlindungan terhadap konsumen baik berdasarkan sistem peraturan
dan sistem pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Hasil dari penelitian ini adalah penyebab masih beredarnya kosmetik

berbahaya disebabkan karena minimnya pengawasan dari Badan Pengawas

13 Sekar Ayu Amiluhur Priaji, Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang
Merugikan Konsumen, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

4 Ayu Eza Tiara, Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream
Syabhrini, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).
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Obat dan Makanan, serta kurangnya pendidikan dan kesadaran konsumen
mengenai hak-hak mereka menjadi penyebab konsumen untuk membeli produk
kosmetik berbahaya cream Syahrini.

Tesis yang ditulis oleh Jayanti Fitri, mahasiswa Universitas Islam Riau
Program Studi Magister IImu Hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum
terhadap Konsumen atas Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota
Pekanbaru”.”® Tesis ini menjelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap hak-hak konsumen dan upaya-upaya penyelesaian sengketa
antara konsumen dengan pemilik klinik perawatan dan kecantikan.

Penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap
Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa
Yogyakarta atas Penyalahgunaan Bahan Berbahaya dalam Produk Kosmetik”
berbeda dengan penulisan karya-karya ilmiah yang disebutkan dalam telaah
pustaka. Adapun dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan
perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh Balai Besar POM
khususnya di Daerah Istimewa Y ogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Adapun landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian

ini adalah:

1. Kemanfaatan Hukum

15 Jayanti Fitri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik
llegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
Tesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2017).
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Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut
pandang yang kan dikaji. Van Apeldoorn menyatakan bahwa, “Definisi hukum
sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai
dengan kenyataan”. Oleh sebab itu orang tidak mungkin membuat suatu
definisi yang sebenarnya tentang hukum.*® Serangkaian definisi tentang huku
dibuat oleh ahli hukum terkemuka yag dirangkum dari berbagai sumber berikut
ini.*’

Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan
larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh
masyarakat itu.'® J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum
adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah
laku manusia di lingkungan masyaraat, dibuat oleh badan-badan resmi yang
berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan,
yaitu hukuman tertentu. Menurut Van Kan, hukum adalah keseluruhan
peraturan, hidup yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk melindungi
kepentingan manusia dalam masyarakat.

Peranan hukum, khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan
perlindungan kepentingan sosial dan para individu cerminan. Peranan hukum

disini mencerminkan lagi secara lebih nyata bekerjanya hukum di tengah

kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sedemikian rupa, sehingga segala

' Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa, (Bandung: Refika
Aditama, 2010), him. 58 Dalam Deddy Ismatullah, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung:
Pustaka Setia, 2014), him 5.

7 Ipid.,

'8 1bid., him 6.
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sesuatu yang bertalian dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang

lain sedemikian rupa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur,

karena hukum secara tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban antara

mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas kewajiban serta

wewenang, dihubungkan kesatuan (pemerintah) dengan kepentingan para

individu. Sedemikian rupa sehingga tidak terjadi ketegangan dan berbagai

ketidakteraturan,*®

Dalam melaksanakan peranannya di tengah kehidupan bersama, hukum

memiliki fungsi yang sangat penting yang oleh J.F. Glastra van Loon

disebutkan yaitu:

a.

Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan

hidup.

Penyelesaian pertikaian.

Memelihara dan mempertahankan tata-tertib dan aturan-aturan,

Jika perlu dengan kekerasan.

Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut.

Pengubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka

penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.

Pengaturan tentang pengubahan tersebut. Hukum harus

mewujudkan fungsi-fungsi tersebut di atas, agar ia dapat

memenuhi - tuntutan keadilan (rechtsvaardigheid), hasil-guna

(doelmatigheid), dan kepastian hukum (rechtszekerheid).

1) Rechtsvaardigheid; adalah adil yang dalam bahasa Inggris
disebut justice.

2) Doelmatigheid; adalah aspek materi yang ditujukan pada
tujuan kegunaan dari hukum bagi kepentingan sosial.

3) Rechtszekerheid; adalah suatu kepastian hukum yang sifatnya
universal; yang dalam bahasa Inggris disebut legal-security.

Menurut teori kemanfaatan hukum (utilisme) dalam filsafat hukum,

meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini

19 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him.

129.
? Ibid.,
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diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya
suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan
kepada manusia atau tidak.?* Terkait dengan kemanfaatan hukum ini menurut
teori utilisme, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam
jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan
hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang
terbesar bagi jumlah orang yang banyak.?

Salah satu tokoh pengamat teori utilisme ini adalah jeremy Bentham,
menurutnya tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan
kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha
untuk mencapai empat tujuan yaitu:*®

a. Untuk memberikan nafkah hidup (to provide subsistence);
b. Untuk memberikan makanan yang berlimpah (to provide
abundance);

c. Untuk memberikan perlindungan (to povide security);
d. Untuk mencapai persamaan (to provide equity).

2. Perlindungan Konsumen
Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen adalah bagian dari
hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat

mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.?*

2! Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1995), him. 117.

2 Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum
dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, (2016), him.
290.

% Joel B Grossman, Law in Change in Modern America, Pacific Polisades, Cal.
Goodyear, him. 231. dalam Teguh Prasetyo, Filsafat, Teori, dan IImu Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013), him. 112.

** Aulia Muthia, Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi
Syari’ah, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), him. 40.
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Definisi konsumen menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan”.

Berdasarkan dari pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas,
definisi dari konsumen mengandung beberapa unsur, yaitu;

Setiap orang

Pemakai

Barang dan/atau jasa

Yang tersedian dalam masyarakat

Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain

f. Tidak untuk diperdagangkan

P00 o

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa undang-undang ini mengacu pada
filosofi pembangunan nasional. Bahwa pembangunan nasional termasuk
pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen,
adalah rangka dalam membangun manusia yang berlandaskan pada falsafah
kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi
negara Undang-Undang dasar 1945.

Ada 5 asas perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:®

a. Asas Manfaat: dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
mewujudkan diwujudkan secara maksimal dan memberikan

kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

% Ljhat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
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. Asas Keadilan: memberi kesempatan kepada konsumen dan

pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajiban secara adil.
Asas Keseimbangan: memberi keseimbangan antara konsumen,
pelaku usaha, dan pemerintah dalam masalah materiil.

Asas Keamanan dan Keselamatan: konsumen harus diberi
jaminan keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa yang
digunakan.

Asas Kepastian Hukum: negara harus menjamin kepastian hukum
untuk memperoleh keadilan dan harus mentaati hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menetapkan 6 tujuan perlindungan konsumen, yaitu:

a.

b.

Meningkatkan  kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri;

Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa;

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi;

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Selanjutnya upaya mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap

perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor

8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

Pasal 29 tentang Pembinaan

1.

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak
konsumen dan pelaku usaha serta dilaksankannya kewajiban
konsumen dan pelaku usaha

Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri dan/atau meteri teknis terkait.
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Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan

koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat
antara pelaku usaha dan konsumen;

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;

c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta
meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di
bidang perlindungan konsumen.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan

perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30 tentang Pengawasan

1.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen
serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan
diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan

konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang
dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri
teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga

perlindungan konsumen - swadaya  masyarakat  dapat
disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada
Menteri dan menteri teknis.

. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:
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1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan didasarkan pada bahan
hukum utama (primer) dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas
hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sebuah
peristiwa yang menjadi objek penelitian mengenai perlindungan konsumen.
Penulis juga melakukan pencarian fakta-fakta yang akurat tentang sebuah
peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek
yang terkait mengenai isu yang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan
yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-
normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain
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dalam masyarakat,® yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang
telah terkumpul.
4. Data dan Sumber Data
Pengumpulan data merupakan langkah nyata yang sangat dibutuhkan
sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek kajian dalam penelitian
ini. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini, penulis menggunakan
tiga macam bahan pustaka, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat
berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
4. dan peraturan lain yang terkait
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa,
memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Adapun yang termasuk
dalam bahan hukum sekunder adalah hasil pengawasan Balai Besar POM
DIY yang dilakukan pada periode tahun 2016-2017 di seluruh wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta dan lain-lain.

% Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2004), him. 25.
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c. Bahan Non-Hukum (Tersier)

Bahan Non-Hukum adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan juga menjelaskan terhadap data primer dan data sekunder
seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data
secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknis analisa
data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat
diamati.?” Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan
metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan
secara deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya telah
diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.?®

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan singkat kepada pembaca.
Dalam sistematika ini akan dijelaskan secara singkat isi keseluruhan dari
skripsi yang terdiri dari:

Bab pertama, berisikan uraian pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka,

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

" Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005), him. 3.

% Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), him. 11.
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Bab kedua, menjabarkan tinjauan umum mengenai perlindungan
konsumen di Indonesia, serta tinjauan tentang peraturan perundang-undangan
atau dasar hukum terkait pengaturan kosmetik dan bahan berbahaya.

Bab ketiga, memaparkan tentang Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi: gambaran umum,
letak geografis dan cakupan wilayah kerja, Budaya Organisasi, tugas pokok
dan fungsi, kegiatan utama dan kegiatan prioritas, serta pembinaan dan
pengawasan.

Bab keempat, menganalisis hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis
mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen atas peredaran produk
kosmetik berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti jawaban
dari rumusan masalah serta saran-saran masukan bagi semua pihak yang terkait

dengan proses penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh
Balai Besar POM DIY, dengan cara sebagai berikut:
a. Pengujian laboratorium produk kosmetik
Dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan mutu produk
kosmetik yang beredar di masyarakat, Balai Besar POM DIY
melakukan uji laboratorium terhadap produk kosmetik dengan
melakukan pengambilan dan pengujian sampel produk kosmetik yang
beredar di pasaran.
b. Pengawasan sarana produksi kosmetik
Pengawasan sarana produksi kosmetik dilakukan Balai Besar POM
DI1Y sebelum suatu produk kosmetik diedarkan/diperdagangkan kepada
masyarakat, dan diharapkan produk kosmetik yang beredar di pasaran
adalah produk-produk yang telah terjamin keamanan serta mutunya.
c. Pengawasan sarana distribusi kosmetik
Pengawasan produk di sarana distribusi kosmetik dilaksanakan Balai
Besar POM DIY guna memantau apakah produk kosmetik yang beredar

di pasaran memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, manfaat,

74
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mutu, penandaan, klaim, dan penotifikasian sama dengan hasil uji yang
telah dilakukan pada saat di sarana produksi.

2. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tindakan yang
dilakukan Balai Besar POM DIY adalah: peringatan tertulis, penarikan
kosmetika, pemusnahan kosmetika, penghentian sementara kegiatan, dan
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Balai
Besar POM DIY, telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum
dalam Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan pasal 30 ayat (4) UUPK.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat
penyusun sampaikan:

1. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus
memperhatikan hak-hak konsumen, serta melaksanakan apa yang
menjadi  kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada Undang-
Undang Perlindungan Konsumen demi terciptanya hubungan yang
sehat antara pelaku usaha dengan konsumen.

2. Konsumen perlu teliti dan cermat dalam membeli dan menggunakan
produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan dan mencari
informasi mengenai produk kosmetik sehingga dapat terhindar dari

dampak negatif produk berbahaya.
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3. Balai Besar POM Daerah Istimewa Yogyakarta perlu untuk selalu
meningkatkan Kkinerja dalam melakukan pengawasan, dan mampu
memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha, sehingga dapat
mengurangi kerugian-kerugian yang diderita konsumen akibat dampak

buruk pemakaian barang dan/atau jasa.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan

Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawas Obat dan

Makanan Tipe A

Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawas Obat dan

Makanan Tipe B

Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Loka Pengawas Obat dan

Makanan

Hasil Pengawasan Balai Besar POM DIY yang dilakukan pada periode

tahun 2016-2017 di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

berikut:

a. Salinan Tabel 14 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi
dan Makanan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

b. Salinan Tabel 15 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi
dan Makanan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

c. Salinan Tabel 15 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan
Farmasi dan Makanan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

d. Salinan Tabel 16 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan
Farmasi dan Makanan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

e. Salinan Tabel 20 Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji

Tahun 2016
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Salinan Tabel 21 Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
Tahun 2017

Salinan Tabel 21 Jenis-jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel
Kosmetik Tahun 2016

Salinan Tabel 22 Jenis-jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel
Kosmetik Tahun 2017

Salinan Tabel 24 Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter
Uji Tahun 2016

Salinan Tabel 25 Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter
Uji Tahun 2017

Salinan Tabel 27 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Tahun
2016

Salinan Tabel 28 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Tahun
2017

. Salinan Tabel 33 Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak
Pidana di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2016

Salinan Tabel 34 Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak
Pidana di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2017

Salinan Tabel 34 Tindak Lanjut Kasus Pro-Justisia di Bidang Obat
dan Makanan Tahun 2016

Salinan Tabel 35 Tindak Lanjut Kasus Pro-Justisia di Bidang Obat

dan Makanan Tahun 2017
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Hasil Pemeriksaan

: Sarana - Jumiah Jargel | SR
No - Kab/ Kota o  Uraian Temuan
Produksi Sarana “Temuan e -
1 3 4 . 8 . _
Kab Bantul 37 38 38 Tidak sesuai CPPB - Pembinaan
IRT
Kab Kulonprogo 36 38 0 38 38 Tidak sesuai CPPB- | 38 Pembinaan
IRT
Kab Gunungkidul 30 30 2 28 28 Tidak sesuai CPPB - | 28 Pembinaan
IRT
Total 210 210 5 213 213 Tidak sesuai CPPB - | 213 Pembinaan
IRT
10 Industri Miras | Kota Yogyakarta - - - - = - -
Kab Sleman - - 3 - & = %
Kab Bantul - - - - - - -
Kab Kulonprogo - - - - - - T
Kab Gunungkidul - - - - - - -
Total - - - = - s 3
TOTAL Kota Yogyakarta 86
Kab Sleman 64
Kab Bantul 56
Kab Kulonprogo 43
Kab Gunungkidul 31
Total 280
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Tabel 20. Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
Tahun 2016

Fisika :
= pH 20 20 0
* Kadar air = - -
= Kadar abu = - -
= Keseragaman bobotfisi = = =
= Organoleptik 1155 1155 0
= Bobot Jenis 8 8 0
Kimia :
* ldentifikasi Pewarna
Id Metanil yellow 338 338 0
Id Merah K3 338 334 4
Id Rhodamin B 338 337 1
Id Jingga K1 337 337 0
Id Violamin R 310 310 0
Id Naphtol yellow S 311 311 0
Id Naphtol green B 311 311 0
Id Naphtol Blue B 3N 311 0
Id Sudan HI 3n 31 0
Id Sudan II 310 310 0
Id sudan IV 317 317 0
Id Acid orange *) 1 1 0
= Identifikasi Pengawet
Id Metilparaben 55 55 0
id Propilparaben 99 55 0
* PK. Pengawet
PK Metilparaben 531 530 1
PK Etilparaben 111 o h) 0
PK Propilparaben 442 442 0
PK Butilparaben 97 96 1
PK Fenoksietanol 254 252 2
PK Asam salisilat 28 28 0
PK Asam Sorbat 29 29 0
PK Asam Benzoat 65 65 0
» Tabir Surya
Id OMS 3 3 0
PK OMS 103 103 0
= PK Etanol dan Metanol
PK Metanol 54 46 8
» Lain-lain (sebutkan)
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Id Hidrokinon 760 760 0
Id Raksa 766 759 7
Id As retinoat 760 760 0
Id Deksametason 147 147 0
Id Hidrokortison Asetat 147 147 0
Id Flusinolon asetonid 147 147 0
Id Triamsinolon asetonid 147 147 0
Id Prednison 147 147 0
Id Prednisolon 147 147 0
Id Betametason 7-valerat*) 83 83 0
Id Resorsinol 43 43 0
Id Kloramfenikol 14 14 0
Id Klindamisin HCI 14 14 0
Id Fitonadion {Vit K} 204 204 0
Id PABA 3 3 0
Id Borat 10 10 0
Id Salisilat 10 10 0
Id Timbal 14 14 0
Id Heksaklorofen 11 11 0
Id Orthofenilendiamin D 7 0
Id metafenilendiamin *) il 1 0
Id Parafenilendiamin 1 1 0
Id Pirogalol 7 7 0
Id Teofilin 25 25 0
Id Bitionol 24 24 0
Id Oksibenzon®) 1 1 0
Id Ketokonazol*) 14 14 0
Id Benzoil peroksida*) 14 14 0
PK Resorsinol 1 1 0
PK Triklosan 23 23 0
PK TCC 1 1 0
PK H202 2 2 0
PK Merkaptoasetat i3 3 0
PK Zn Pirition 1 1 0
PK Raksa 13 131 0
PK Pb %) 4 4 0
PK Hidrokinon *) 1 1 0

0

e 24,:'_-

Catatan : *) parameter yang baru dilakukan tahun 2016
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Tabel 21. Jenis-Jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel Kosmetik

Tahun 2016
1 3 4
1 DERMATURE Whitening Night Cream Raksa 1
2 Mukka a18 Rhodamin B q
3 SOPHIE MARTIN Satinlips Lipstick Bonfire Merah K3 1
4 INDEFINI Lipstick Candy Pink . Merah K3 1
5 INDEFINI Lipstick Party Doll Merah K3 1
6 LA WIDYA CURCUMIN Night Cream Raksa 1
7 AICHUN BEAUTY Night Cream Raksa 1
8 ANIMA40 Night Cream Raksa 1
9 QL Matte Lipstick 07 ( Sunset Orange ) Merah K3 1
10 LAMOQOUR Night Cream Raksa 1
11 Kream malam Raksa 1
12 Kream siang Raksa 1

Tabel 22. Hasil Pengujian Produk Pangan Menurut Parameter Uji

Tahun 2016

1 2 3 4 5 6
| FISIKA 573 541 19 13
1 pH 63 57 6 0
2 Kadar Abu 103 94 4 5
3 ZatTerlarut 42 42 0 0
4 Kadar Air 244 227 9 8
5 Susut pengeringan 6 6 "0 0
6 Label 0 1] 0 0
- Penetapan Kadar Abu Tak Larut 3 0 0

Asam
8 Penetapan Kadar Abu Tanpa 0 0 0 0

Lemak

Uji Organoleptik 112 112 0 0
I KIMIA 7379 7045 255 79
1 Penetapan Kadar Lemak 112 99 9 4
2 Penetapan Kadar protein 229 200 26 3
3 Penetapan Kadar Karbohidrat 34 34 0 0

(proximate)
4 Penetapan Kadar Na Sakarin 560 549 11 0
5 Penetapan Kadar Na Siklamat 350 339 11 0
6 Penetapan Kadar Aspartam 176 176 0 0
7 Penetapan Kadar Asesulfam 196 196 0 0
8 Penetapan Kadar Na Benzoat 552 529 -~ 23 0
9 Penetapan Kadar Asam Sorbat 552 547 5 0
10 Rasio pengawet 24 17 7 0
11 Identifikasi Sianida 8 8 0 0
12 Bobot tuntas 26 26 0 0
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Tabel 23. Jenis Bahan Berbahaya dalamSampel Pangan
Tahun 2016

Mi Basah

Formalin

Stick Kecipir Gemah Ripah

Methanyl Yellow

3] B =] =

Stick Kecipir Gemah Ripah

Tabel 24. Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
Tahun 2016

Rhodamin B

Y Y Y '

Pangan

ALT Ty 692 65
MPN Coliform 3 tabung 470 448 22
MPN Coliform 5 tabung 70 70 0

Escherichia coli 24 24 0

MPN Escherichia coli 443 437 6

MPN Escherichia coli { 5 tabung ) 14 14 0

Angka Escherichia coli 1 1 0

Angka Kapang 184 168 16
Angka Khamir 0 0 0

Angka Kapang & Khamir 248 23 17
Staphylococcus aureus 81 81 1]

Angka Staphylococcus aureus 449 449 0

Angka Clostridium perfringens 70 70 0

Clostridium perfringens 34 34 0

Clostridium sp 9 9 0

Angka Clostridium sp 37 37 0

Salmonella sp 453 453 0

Salmonella sp (penyaringan) 74 74 0

Vibrio sp 3 X 0

Vibrio cholerae 45 45 0

Vibrio parahaemolyticus 2 2 V]

Bacillus cereus 3 3 0

Angka Bacillus cereus 168 168 0

Enterobacter sakazakii 17 17 0

Angka Pseudomonas aeruginosa (saring) 42 42 0

Entercbacteriaceae 75 75 0

Angka coliform 31 31 0

Angka coliform penyaringan 11 11 0

Listeria monocytogenes 28 28 0

DNA Babi 9 9 0

EHEC, EPEC, ETEC 140 140 0

Terapeutik :

= ALT 0 0 0
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= Uiji batas cemaran 1] (1]
= Uji Sterilitas 42 42 0
= Uiji Potensi 14 14 0
« Endotoksin 37 a7 0
+ DNA spesifik babi 2 2 0
» Potensi Vaksin polio 1 1 0
= Uji Koefisien Fenol 0 0 0
= Bebas Escherichia coli 0 0 0
« Escherichia coli 0 0 0
« Salmonella sp 0 0 0
= Salmonella aureus 0] 0 0
* Pseudomonas aervginosa 0 0 0
Obat Tradisional :

= ALT 248 154 94
= Angka Kapang 248 215 33
« Angka Khamir 0 1} 0
= Escherichia coli 247 247 247
« Staphylococcus aureus 247 247 247
+ Salmonella sp 247 247 247
* Pseudomonas aeruginosa 247 247 247
= Candida albicans 0 0 0
= Clostridium perfringens o 0 0
» Clostridium tetani 243 154 94
» Bacillus anthraxis 248 215 33
Kosmetik :

= ALT 356 349 7
» Uji Efekfifitas Pengawet 0 0 0
= Staphylococcus aureus 356 356 0
* Candida albicans 356 356 0
+__Angka Kapang Khamir 356 356 0
* Pseudomonas aeruginosa 356 356 0
= Bacillus anthraxis 0 0 0
= Clostridium perfringens 0 0 0
= Clostridium tetani 0 0 0
Suplemen Makanan

ALT 57 57 0
Angka Kapang & Khamir 57 o7 0
Escherichia colf 59 59 0
Salmonefla sp 20 20 0
“JUMLAH 7586 7326 262
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100,00

Lokal Spesifik

168

Tabel 27. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik

Tahun 2016

Compliance
1 | Sediaan Bayi 0 0 100,00
2 | Sediaan Hygiene Mulut 4 4 100,00
3 | Sediaan Kebersihan Badan 6 6 100,00
4 | Sediaan Mandi 6 6 100,00
5 | Sediaan Mandi Surya dan Tabir Surya 0 0 100,00
6 | Sediaan Perawatan kulit 202 202 100.00
7 | Sediaan Pewarna Rambut 0 0 100,00
8 | Sediaan Rambut 5 5 100,00
9 | Sediaan Rias Mata 0 0 100,00
10 | Sediaan Rias Wajah 0 0 100,00
11 | Sediaan Kuku 0 0 100,00
12 | Sediaan Wangi-wangian 2 2 100,00
43 | Sediaan Cukur 3 3 100,00

Surveilance
1 Sediaan Bayi 6 6 100,00
2 | Sediaan Hygiene Mulut 0 0
3 | Sediaan Kebersihan Badan Y 0
4 Sediaan Mandi 10 10 100,00
5 | Sediaan Mandi Surya dan Tabir Surya 3 3 100,00
6 | Sediaan Perawatan kulit 272 273 100,37
7 | Sediaan Pewarna Rambut 5 5 100,00
8 | Sediaan Rambut 0 0
9 Sediaan Rias Mata 107 107 100,00
10 | Sediaan Rias Wajah 160 160 100,00
11 | Sediaan Kuku 7 6 85,71
12 | Sediaan Wangi-wangian 0 0
13 | Sediaan Cukur 0 0

Lokal Spesifik 342 342 100,00

lJumlah < 1140 1140 100,00
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Tabel 21. Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
Tahun 2017

= pH 6 6 0
= Organoleptik 1142 1142 0
= Bobot Jenis 7 7 0
= Partikel keras dan tajam 1 1 0
imia :
= Identifikasi Pewarna
Id Metanil yellow 295 295 0
Id Merah K3 304 302 2
Id Rhodamin B 304 304 0
Id Jingga K1 304 304 1]
Id Violamin R 278 278 1]
Id Naphtol yellow S 277 277 0
Id Naphtol green B 283 283 0
Id Naphtol Blue B 283 283 0
Id Sudan Il 277 277 0
Id Sudan Il 277 277 0
Id Sudan IV 291 291 1]
Id Acid orange 276 276 0
= ldentifikasi Pengawet
Id Metilparaben 55 55 0
Id Propitparaben 55 55 0
= PK.Pengawet
PK Metilparaben 525 525 0
PK Etilparaben 145 145 0
PK Propilparaben 448 448 0
PK Butilparaben 108 108 0
PK Fenoksietanol 364 364 0
PK Asam salisilat 66 66 0
PK Asam Sorbat 78 78 0
PK Asam Benzoat 143 143 0
= Tabir Surya
PK OMS 139 138 1
= PK Etanol dan Metanol
PK Metanol 118 117 1
» Lain-lain (sebutkan}
Id Hidrokinon 682 760 0
Id Raksa 685 759 7
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s retinoat 0
Id Deksametason 161 161 0
Id Hidrokortison Asetat 161 161 0
1d Flusinolon asetonid 161 161 0
1d Triamsinolon asetonid 161 161 0
Id Prednison 161 161 0
Id Prednisolon 161 161 t]
Id Betametason 7-valerat 161 161 1]
Id Resorsinol 42 42 ]
id Kloramfenikol 11 11 0
Id Klindamisin HCI 11 11 0
Id Fitonadion (Vit K) 146 146 1]
Id PABA 17 17 0
Id Borat 11 11 o
Id Salisilat 10 10 0
id Timbal 13 13 0
1d Heksaklorofen 43 43 0
Id Orthofenilendiamin 7 7 0
Id Metafenilendiamin 6 6 0
Id Piregalol 4 4 0
Id Teofilin 30 30 0
Id Bitionol 58 58 0
Id Ketokonazol 10 10 0
Id Benizoll peroksida 4 4 0
Id Difenhidramin HCI *) 11 11 0
Id Dioksan *) 25 25 0
Id Klorofarm *) 4 4 0
Id Triklosan *) 3 3 0
Id Dietilenglikol *) 2 2 0
Id Camphor *) 1 1 0
Id Menthaol *) 1 1 0
PK Resorsinol bi g 0
PK Triklosan 14 14 0
PK H202 7 7 0
PK Merkaptoasetat 3 3 0
PK Zn Pirition 13 13 0
PK Raksa 161 161 0
PK Pb 107 107 0
PK Parafenilendiamin 6 6 0
PK Camphor *) 1 5 0
PK Menthol *) 1 0
PK Cadmium *) 16 16 0
PK Arsen ™) 52 52 0
PK Fluoride *) 3 3 0

Catatan : *) parameter yang baru dilakukan tahun 2017
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Tabel 22. Jenis-Jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel Kosmetik
Tahun 2017

1 2

1 QL Matte Lipstick 10 { Lady Red ) Merah K3
2 QL Matte Lipstick 08 { Flaming Red } Merah K3
3 Temulawak New DAY & NIGHT CREAM Raksa

4 WIDYA Temulawak New DAY & NIGHT CREAM Raksa

Beauty Whitening Cream

Tabel 23. Hasil Pengujian Produk Pangan Menurut Parameter Uji

201

i FISIKA 428 393 21 14
1 pH 55 a7 8 0
2 Kadar Abu 99 a7 1 11
| 3 Zat Terlarut 34 34 0 0
4 Kadar Air 240 225 12 3
KIMIA 7464 7259 142 93

1 Penetapan Kadar Lemak 122 108 13 1
2 Penetapan Kadar protein 217 181 11 25
3 Penetapan Kadar Karbohidrat (proximate) 48 48 0 4]
4 Penetapan Kadar Na Sakarin 588 576 12 0
5 Penetapan Kadar Na Siklamat 87 76 11 0
6 Penetapan Kadar Aspartam 1M 191 0 0
v Penetapan Kadar Asesulfam 209 209 0 0
8 Penetapan Kadar Na Benzoat 534 515 19 0
9 Penetapan Kadar Asam Sorbat 534 528 6 0
10 Rasio pengawet 15 12 3 0
11 Bobot tuntas 35 35 4] 0
12 Penetapan Kadar Etanol & Metanol 20 20 0 0
13 Penetapan Kadar Natrium Klorida 45 45 0 o
14 Penetapan Kadar Kalium lodat 45 45 0 0
|15 Pewarna Sintetik : 1448 1443 5 0
Tartrasin 414 409 5 0
Eritrosin 64 64 0 0
Ponceau 4 R 177 177 0 0
Carmoisin 168 168 0 0

Biru Berlin 54 54 0 0

Brown HT 101 101 0 0

Merah alura 58 58~ 0 0
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Tabel 25. Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
Tahun 2017

Pangan
ALT 379 362 17
MPN Coliform 3 tabung 216 210 6
MPN Coliform 5 tabung 42 41 1
Escherichia coli 20 20 0
MPN Escherichia coli 221 219 2
MPN Escherichia coli ( 5 tabung ) 2 2 0
Angka Escherichia coli 4 4 0
Angka Kapang 133 130 3
Angka Khamir 0 0 0
Angka Kapang & Khamir 110 103 7
Staphylococcus aureus 36 35 4
Angka Staphylococcus aureus 224 224 0
Angka Clostridium perfringens 40 40 0
Clostridium perfringens 4 4 o
Clostridium sp 0 0 0
Angka Clostridium sp 16 18 0
Salmonella sp 209 208 1
Salmonella sp (penyaringan) 44 44 0
Vibric sp 4] 0 0
Vibrio cholerae 15 15 0
Vibrio parahaemolyticus 0 0 0
Bacillus cereus 0 0 0
Angka Bacillus cereus 119 118 1
Enterobacter sakazakif 14 14 0
Angka Pseudomonas aeruginosa (saring) 39 36 3
Enterobacleriaceae 38 38 0
Angka coliform 1" 11 0
Angka coliform penyaringan 9 7 2
Listeria monoccytogenes 14 14 0
DNA Babi g9 8 1
Produk Terapeutik :
ALT 0 0 0
Uji batas cemaran 0 0 0
Uji Sterilitas 22 22 0
Uji Potensi 13 14 0
Endotoksin o 0 1]
DNA spesifik babi 1 0 1
Potensi Vaksin 2 - 2 0
Uji Koefisien Fenol 0 0 0
Bebas Escherichia coli 0 0 0
Escherichia coli 0 0 0
0 0 0

Salmonelfa sp
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a.foneﬁa aureus

9
Pseudomonas aeruginosa 9 9 0
Obat Tradisional :
ALT 244 147 97
Angka Kapang dan Khamir 244 216 28
Angka Khamir 0 0 ~ 0
Escherichia coli 243 242 1
Staphylococcus aureus 244 244 0
Salmonella spp 243 243 0
Pseudomonas aeruginosa 244 243 1
Candida aibicans 0 0 0
Clostridium perfringens 0 0 0
Clostridium tetani 0 0 0
Baciltus anthraxis 0 0 0
Shigella spp 198 198 0
Kosmetik :
ALT 802 795 7
Uji Efektifitas Pengawet 0 0 Q
Staphylococcus aureus 802 802 0
Candida albicans 802 802 0
Angka Kapang Khamir 802 802 5
Pseudomonas aeruginosa 802 802 0
Bacillus anthraxis 0 o 0]
Clostridiur perfringens 0 0 0 |
Clostridium tetani 0 0 0
Suplemen Makanan
ALT 58 58 0
Angka Kapang & Khamir 58 58 0
Escherichia coli 58 58 0
Salmonella sp 36 36 0
DNA babi 2 2 2
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